BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan untuk menjawab identikasi masalah dari

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.

menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good
governance and clean government) dilakukan dengan ikhtiar: (1)
menciptakan atau mencari kepemimpinan yang transparan, akuntabel,
kreatif, inovatif dan menegakan supermasi hukum berdasarkan tujuan
hukum vyaitu adanya jaminan kepastian hukum, Kkeadilan dan
kemanfaatan hukum; (2) menguatkan, menyempurnakan dan
meningkatkan kualitas reformasi birokrasi yang berorientasi pada
kinerja yang berorientasi tidak hanya pada output pada kemanfaatan
(outcome) dilakukan secara optimal berdasarkan prinsip good
governance and clean government; dan (3) menguatkan dan
mengembangkan peran partisipasi publik dalam setiap proses
pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat.

penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum
administrasi pemerintahan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi:
1. memperjelas aspek materiil, mengenai subtansi rumusan norma

hukum administrasi dengan norma hukum pidana yang terintegrasi;
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2.

dari aspek formil mengenai:

a)

b)

d)

tata caranya dilakukan dengan tahapan. Pertama, dilakukan
terlebih dahulu berdasarkan hukum administrasi (UU AP).
Kedua, apabila terbukti pejabat pemerintahan melakukan
penyalahgunaan wewenang ditindak lanjuti dengan hukum
pidana (UU Tipikor); dan

pembentukan atau penyusunan UU AP tidak terjadi
harmonisasi dengan UU Tipikor terutama terkait dengan Pasal
21 ayat (1) dan ayat (2) UU AP dengan rumusan Pasal 3 UU
Tipikor dan terkait dengan kriteria” penyalahgunaan
wewenang” yang masih berbeda. Dalam kerangka hukum
administrasi negara, kewenangan pejabat pemerintahan dibatasi
dengan unsur “penyalahgunaan wewenang” dan “sewenang-
wenang”. Sementara itu, dalam kerangka hukum pidana,
kriteria yang membatasi kewenangan pejabat pemerintahan
berupa unsur wederrechtlijkheid dan “menyalahgunakan
wewenang’.

dari aspek penegakan hukum telah terjadi pergeseran
kewenangan dari pidana ke kewenangan administrasi.
Implikasinya hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama
(primum remedium) dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan.

dari segi norma belum ada pengaturan (lemteem in het rechts)

yang jelas dan tuntas setelah seorang pejabat membayar
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kerugian negara sebagai tanggungjawab seorang pejabat dari

segi pidana.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka

saran sebagai berikut:

a.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat roadmap
mengenai perwujudan good governance, clean government dan
perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dikaitkan dengan
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus sejalan dengan
tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum; dan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, perlu secara bersama-sama
membuat revisi dan mengatur kembali (lege ferenda) khususnya Pasal
21 UU AP, agar sesuai dengan pokok pikiran dalam UU AP
sebagaimana yang tercantum dalam batang tubuh mengenai kepastian
hokum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pejabat pemerintah dan
masyarakat serta terciptanya harmonisasi antara peraturan perundang-

undangan dibidang administrasi dan tindak pidana korupsi.

~ 000 ~
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